LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 BAL!
NOMOR : 50 TAHUN ; 1977, SERI D. NO. 50

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR @ 1 TAHUN 1977
TENTANG

PELAKSANAAN PENJUALAN RUMAH - RUMAH MILIK PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI KEPADA PEGAWAI NEGERI

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

Menimbang : 1. Bahwa ' didalam  perumaban, Pemerintuh barkeingin:in
membantu para pegawai dengun mengingat/memperhitung-
kan kemuampuan keusangag.

2. Bahwa kenyataan belum semua pepawai memperolch ke
sempalan menempati rumah  milik Pemerintah dan  Pe-
merintah ingin mewujudkan rasa keadilan yang  lebih
merata.

3. Bahwa untuk dapat memenuhi hal - hal tersebut diatas,
maka salah satu jalan ialah dengan menjual rumah - ru-
mah milik Pemerintah Daerah Golongan I kepada pe-
gawai Negeri. ;
yong sclanjutnya dari hasil penjualan tersebut dipergur
nakan untuk membangun rumahk - remah barw.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 (L.N. No. 18
Tahun 1974), tentang Pokok - pokok Pemerintahan di
Daerah.
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mMendengar

Menetapkan

Ea]

Undang - Usndang No. 64 Tahun 1958 (L.N. No. 115
Tahun 1958) tentang pembentukan Daerah - daerah Ting-
kat T Boli; Nusa Teoggara Barat dan Nusa Tenggara
Tinmur.

3. Undang - Undang No. 8 Tahun 1974 (LN. No. 55 Ta-
hun 1974) Tentang Pokok - pokok Kepsgawaian.

4. Undang - Undang No, 5 Tahun 1960 (L.N. No. 104
Tahun 1960) tentang Pokok - pokok Agraria

5. Undeng - Undang No. 72 Tahun 1957 (LN, No. 158
Tahun 1957} tentang Penetapan “Undang - Undang No.

- 19 Tahun 1955 tentang penjualan Rumah - rumah Negeri
kepada Pegawai Negeri”, sebagai Undang - Undang.

6. PP No. 5 Tahun 1975 (L.N. No. 5 Talun 1975) tentang
Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Penpawasan Kew-
angan Dacrah.

7. PP Moo 16 Tahun 1974 (L.N. No. |9 Tahun 1974) ten-
tang Pelaksanaan Penjualan Rumah - rumah Negeri,
Musyawarah Sidang Pleno Dewan Peiwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Duerab Tingkat | Bali pada tanggal 24, 26, 27 dan
29 Januari 1977 dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rak-

vat Daerah Propins: Daerah Tingkat 1 Bali,

MEMUTUSK AN :

Peraturan Duerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Buli tentang
Pelaksanaan Penjualan Rumah - rumah milik  Pemerintah
Propinsi Daerah Tingkat T Bali kepada Pegawai Negeri.

Pasal .

Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1974 teniang
Pelukeanaan Penjualan Rumah - rumah Negeri yang termak-
tub i dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 No, 19 berlaku mutatis mutandis terhadap rumah -
rumah Propinsi Daerah Tingkat 1 Bali dengan sepala peru-
buhan yang telah atav akun diadakar serta Peraturan - pe-
raturan Pelaksanaannya.

Pasal 2,

Pelaksanaan Peraturan Daeruh imi distor oleh Gu
bernur Kepala Daerab Tingkat T Bali

Pasal 3.

(1). Pegaturan Daerah ini mulai berlaku sejuk diundang-
kan,
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(2). Sejuk berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala
ketentuan mengenai rumah - rumah Propinsi Daerah
Tingkat 1 Bali yang bertentanpar dengan Peraturan
Dacrah ini dinyvitakan tidak berlaku lagi.
Ditetapkan di : DENPASAR
Pada tanggal : 29 JANUARI 1977.
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
t. t. d.
(SOEEREARMEN J-
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALRAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 BALI
KETUA;
ot d
( 1 GUSTI NGURAH PARTHA }.-

PENJIEILASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAYRAH TINGKAT 1 BALI
MO, ¢ 1 Tahun 1977

TENTANG

PELAKSANAAN PENJUALAN RUMAH - RUMAH MILIK PEMERINTAN
’ DAERAI PROPINSI IDAERAH TINGKAT 1 BALI
KEPADA PEGAWAI NEGERL
I. Penjelasan Unnen
Didalam Undang - undang No. 1 Tahun 1964 tentang penstapan
Peraturan Pemerintah Pengeanti Undane - wndeas No, 8 Tahun 19672
tentang Pokok - pokok Pervmahan menjudi Undang - undang dinyatakan
bahwa :
Permmahan jadalah unsur pokok bagi kesejahiersan Rakyaf :
Selanjutnya didalom Garis - paris Besar Haluan Nesara BAB 1V (M@
ngenai Pola Umum Pelita Kedua) divraikan bahwa @ dalam Rangka pe
ningkatan kesejahteraan Rakyat, disamping penyediaan pangan dan san
dang pada tingkat harga yang wajar serta perluasan lapangan kerja meka
Pembanguean perumahan Rakyat mervpakan sasaran yang penting
Dari uraian diatas, maka jelaslah belapa  pemtingnya perumakhan
it untuk memenuli kebutuhan Rakyat.
Bagi Pegawai Negeri Perumahan itu tidak hanya mempunyai aiti
penting dagi sepi sosial - ekokbmi ; melainkan mempunyai arti penting
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pula dari segl pembinaan aparatur Pemerintah yakni agar para Pepawsi
mampu melaksanakan tugas - tugas Umum Pemerintah, maupun meag-
gerakkan dian memperlancar pelaksanaan pembangunan.

Oleh schab itu, maka Pemerintah Daerah berkeinginan wnuk meme
Dantu perumahan bagi para Pegawai dalam batas - batas kemampuan yang
ada. Salah satu jalan atau usaha Pemerintah Daerah utituk  membantu
perumahan bagi Pegawai ialah dengan menjual Rumah - rumah Daerah
kepada Pegawai Negeri dan selanjutnya dari hasil penjualan tersebut di-
pergunakan untuk membangun Rumah - rumah baru.

Pasal demi pasal.

Pasal 1| : Cukup Jelas.

Pasal 2 : Oleh karena Peraturan ini memberlakukan secara mutatia-
mutandis P.P. No. 16 Tahun 1974, maka sudah tentu baik
aparat - aparat peloksanaannya mampu lalacara pelaksana-
annya menyesuaikan dengan situasi dan kondisi Daerain.
Hal ini memerlukan pengaturan lebih lanjut olch Kepala
Paerah.

Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas
Pasal 3 ayat (2) : ketentuan - ketentuan yang telah ach szbelem berlakunya

Peraturan Daerah ini yang tidak bertentangan  dengan
peraturan  Daerah ini  tetap berlaku  selama belum di-
cabut atau diganti berdasadkan Peraturan Dacrah ini.



